KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
DS:4000-0000-9484-3180

NOMOR : SP DIPA-093.01-0/2023

A. DASAR HUKUM :
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
2. UNIT ORGANISASI : 093.01 Komisi Pemberantasan Korupsi
3. PAGU : Rp.1.276.710.410.000

(SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :
1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.

2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.

3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-093.01-0/2023
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4000-0000-9484-3180

Halaman : 1 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU

093
01

Rp.1.276.710.410.000

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi

(SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

1.

PROGRAM

. SASARAN STRATEGIS K/L

_FUNGSI

SUB FUNGSI

. PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL
NON PRIORITAS NASIONAL

093.01.BC
093.01.WA
01

02

03

04

03

0303

04

07

Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi

Program Dukungan Manajemen

Meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara

Meningkatnya sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan pengelolaan Keuangan Negara yang antikorupsi
Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi

Meningkatnya tingkat efektifitas akuntabilitas dan kelembagaan

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

PEMBINAAN HUKUM

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

(dalam ribuan rupiah)

394.615.882
882.094.528

1.276.710.410
1.276.710.410
4.160.555
52.746.479
1.219.803.376




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:4000-0000-9484-3180

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-093.01-0/2023

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 2 dari 7
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
093.01.BC Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi 394.615.882

SPO1 Meningkatkan Sikap dan Perilaku Anti Korupsi Penyelenggara Negara, Pelaku usaha dan Masyarakat

IKPO1| Skor Peningkatan Integritas Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha dan Masyarakat 4 Skor
SP02 Meningkatkan Efektivitas Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

IKPO1| % Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLS 100 Persen

SPO3 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakanTindak Pidana korupsi

IKPO1| % Asset Recovery 70 Persen
IKP02| Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi 58 Persen

SP04 Meningkatkan Efektivitas Koordinasi dan Supervisi

IKPO1| % Status perkara TPK yang mendapatkan kepastian hukum dari penanganan APH lain di Daerah yang berkualitas 40 Persen
IKP02] % Penyelamatan Keuangan Negara dan keuangan daerah 30 Persen

SP0O5 Meningkatkan keterpaduan pemberantasan korupsi

IKPO1] 9% Resume Penindakan yang Dimanfaatkan dalam Pencegahan TPK Serta Pendidikan Antikorupsi 80 Persen

SP0O6 Membangun Sistem Informasi dan Data Terintegrasi

IKPO1| Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK 3,85 Indeks
IKP02| Indeks Kematangan Manajemen Data 3 Indeks
P lidikan Tindak Pid K i
3840 enyelidikan Tindak Pidana Korupsi 11.201.018
01.01 Prosentase Penyelesaian Penyelidikan Kasus TPK Yang Dilimpahkan ke Tahap Penyidikan 100 Prosentase
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
3841 yidikan T : ups! 18.234.964
01.01 Persentase Penyelesaian Penyidikan Kasus TPK Yang Dilimpahkan ke JPU 100 Persentase

01.02 Persentase penyitaan aset tersangka TPK 100 Persentase




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-093.01-0/2023

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4000-0000-9484-3180

Halaman : 3 dari 7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
P tutan Tindak Pid K i
3842 enuntutan Tindak Pidana Korupsi 17.533.680
01.01 Prosentase tingkat keberhasilan perkara yang dinyatakan dengan putusan bersalah oleh pengadilan 90 Prosentase
Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi
3843 P P 30.213.645
01.01 Persentase Penanganan Perkara TPK oleh Aparat Penegak Hukum lain yang disupervisi KPK mendapat Kepastian Hukum 50 Persentase
01.02 Persentase optimalisasi sistem pelaporan penanganan perkara TPK/SPDP Online yg dilakukan instansi terkait 100 Persentase
02.01 Persentase Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah 30 Persentase
P lol LHKPN
3845 engelolaan 3.400.000
01.01 Persentase Pemeriksaan LHKPN yang diteruskan ke Penindakan 23 Persentase
01.02 Persentase Kepatuhan LHKPN 95 Persentase
Pengelolaan Gratifikasi dan Pemantauan Layanan Publik Pemerintahan
3846 9 fkast van tay Lol ' 4.956.192
01.01 Persentase pemahaman Gratifikasi termasuk sektor Swasta 75 Persentase
01.02 Persentase Tata Kelola Pelaporan Gratifikasi 100 Persentase
P lol Data dan P b Teknologi Inf i
3850 engelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi 170.396.338
01.02 Persentase Pembangunan Sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi KPK 40 Persen
01.03 Persentase pertukaran data tindak pidana korupsi melalui SPPT-TI (PN) 40 Persen
3851 Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara Lembaga/Instansi (PJKAKI) 4.693.320
01.01 Persentase jaringan koneksi informasi dan data prioritas organisasi 80 Persentase
01.02 Indeks Kepuasan Pertukaran Informasi dan Data (1-5) 4,3 Indeks




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-093.01-0/2023

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4000-0000-9484-3180

Halaman : 4 dari 7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
P Int I KPK
3854 engawasan Interna 996.777
01.01 Nilai Akuntabilitas Kinerja KPK 85 Nilai
01.02 Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK 4 (WTP) Nllai
01.03 Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 3.9 Indeks
P L dan P d M kat
3855 enanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat 3.135.719
01.01 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat tentang TPK 82 Persen
01.02 Tindak Lanjut Penanganan Laporan Masyarakat tentang TPK 88 Laporan
01.03 Penyusunan Laporan Kegiatan Pengembangan PKS, Laporan Pelaksanaan Asesmen, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas 73 Laporan
pelaksanaan WBS Korupsi Terintegrasi
Pelacakan Aset, P lol B Bukti dan Eksekusi
3922 elacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi 10.492.998
01.01 Persentase nilai aset yang berhasil dilacak 100 Persentase
01.02 Nilai Aset barang bukti dikelola pada tahun berjalan 125 Rp Miliar
Sosialisasi dan Ki Antik i
6564 osialisasi dan Kampanye Antikorupsi 16.103.011
01.01 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Dimensi Persepsi 3.88 Indeks
Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi
6565 : Sy s ups! 11.900.000
01.01 Persentase Peningkatan Integritas Penyelenggara Negara melalui Pembinaan Peran Serta Masyarakat 60 Persentase
01.02 Skor Survey Persepsi Kinerja (SPK-KPK) DImensi Peran Serta Masyarakat 62 Nilai Skor




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-093.01-0/2023

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4000-0000-9484-3180

Halaman : 5 dari 7

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
6566 Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi 21.803.973
6567 Pemantauan dan Kajian terhadap Kebijakan dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Perspektif Antikorupsi 44.335.113
01.01 Jumlah rekomendasi hasil kajian yang bernilai strategis 54 Rekomendasi
01.02 Persentase implementasi tindak lanjut rekomendasi hasil kajian 80 Persentase
6568 Anti Korupsi pada Badan Usaha 2 563.907
6569 Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Setiap Jejaring Pendidikan 13.769.975
6570 Deteksi dan Analisis Anti Korupsi 5.884.352
093.01.WA Program Dukungan Manajemen 882.094.528




DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DS:4000-0000-9484-3180

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-093.01-0/2023

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 6 dari 7
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
SP0O5 Meningkatkan Efektivitas Regulasi Pemberantasan Korupsi dan Penataan Kelembagaan
IKPO1| 9% Penyusunan Kebijakan dan harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK 100 Persen
SP0O6 Membentuk Sumber Daya Manusia Berkinerja Optimal
IKPO1| Nilai Sistem Merit KPK 350 Nilai
SPO7 Meningkatkan Reputasi lembaga dan dukungan publik
IKP02| Indeks Reputasi Organisasi 3,8 Indeks
3834 Perancangan Hukum, Litigasi, dan Bantuan Hukum 2.300.000
01.01 Kontribusi penyusunan kebijakan dan Produk Hukum Eksternal untuk penguatan KPK 100 Persentase
01.02 Ketepatan Waktu Harmonisasi Regulasi dan penyelesaian Produk Hukum Internal KPK 100 Persentase
01.03 Dukungan Litigasi dan Non Litigasi 100 Persentase
01.04 Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Perlindungan Saksi 100 Persentase
Penyelenggaraan Humas
3835 yelendg . 7.352.311
01.01 Indeks persepsi publik berdasarkan pemberitaan dan publikasi KPK (1-5) 4.1 Indeks
01.02 Terbangunnya Sistem Operasional kehumasan terintegrasi dan adaptif 100 Persentase
3836 Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan 850.051
01.01 Nilai Akuntabilitas Kinerja Hasil Review Internal KPK 81 Nilai (1-100)
01.02 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran KPK 95 Indeks
Manajemen Sumber Daya Manusia
3837 ) " ya Manust 673.081.237
01.01 Indeks Sistem Merit KPK 325 Indeks




DS:4000-0000-9484-3180

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-093.01-0/2023
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman: 7 dari 7
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)
KODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA
3838 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK) 185.832.841
01.01 Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (1-5) 4,3 Indeks
P | Duk Int | Kesekretariat
5645 enyelenggaraan Dukungan Internal Kesekretariatan 0.476.555
01.01 Presentase pemenuhan Service Level Agreement 4,4 indeks
Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi
6563 gs ups! 3.192.533
01.01 Nilai Akuntabilitas Kinerja Hasil Review Internal KPK 81 Nilai
KETENTUAN Jakarta, 30 November 2022
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. SEKRETARIS JENDERAL

Cahya H. Harefa
NPP. 0000717



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-093.01-0/2023

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DS:4000-0000-9484-3180

Halaman : 1 dari 1

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
093.01 Komisi Pemberantasan Korupsi
Rp.1.276.710.410.000

(SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

KP JENIS BELANJA
KD
PAGU/TARGET
NO KODE PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA DK PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL PENDAPATAN TERCATAT
TP
UB 51 52 53 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10
093.01.BC| Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi 0 276.860.914 117.754.968 0 394.615.882 73.621.600
01 | DKI JAKARTA 0 276.860.914 117.754.968 0 394.615.882 73.621.600
626397 | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KP 0 276.860.914 117.754.968 0 394.615.882 73.621.600
A00 | RM 0 276.860.914 117.754.968 0 394.615.882 73.621.600
Target Pendapatan 141.567.916
093.01.WA| Program Dukungan Manajemen 661.645.755 163.559.525 56.889.248 0 882.094.528 39.663.000
01 | DKI JAKARTA 661.645.755 163.559.525 56.889.248 0 882.094.528 39.663.000
626397 | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) KP 661.645.755 163.559.525 56.889.248 0 882.094.528 39.663.000
A00 | RM 661.645.755 163.559.525 56.889.248 0 882.094.528 39.663.000
TOTAL 661.645.755 440.420.439 174.644.216 0 1.276.710.410 113.284.600
RM 661.645.755 440.420.439 174.644.216 0 1.276.710.410 113.284.600
PENDAPATAN 141.567.916
KETENTUAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 30 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL

Cahya H. Harefa
NPP. 0000717



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA-093.01-0/2023
I1l. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Halaman

: 1 dari

DS:4000-0000-9484-3180

1

A. IDENTITAS UNIT :
1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
2. UNIT ORGANISASI
3. PAGU

B. RENCANA PER PROGRAM

093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
093.01 Komisi Pemberantasan Korupsi

Rp.1.276.710.410.000

(SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS SEPULUH JUTA EMPAT RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

(dalam ribuan rupiah)

NO| KODE URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS [SEPTEMBER| OKTOBER |NOPEMBER | DESEMBER
1 [093.01.B [|Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi

RENCANA PENARIKAN DANA 394.615.882 1.900.005 3.915.273 12.213.260 14.719.171 20.220.567 21.978.061 23.289.332 24.082.851 28.269.076 30.714.259 41.968.329 171.345.698

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 141.567.916 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.352

2 [093.01.W |Program Dukungan Manajemen

RENCANA PENARIKAN DANA 882.094.528 43.953.480 48.225.390 49.708.452 47.900.580 51.807.089 48.117.533 44.726.403 50.069.425 49.826.187 54.924.113] 113.483.003 279.352.872

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 1.276.710.410 45.853.485 52.140.663 61.921.712 62.619.751 72.027.656 70.095.594 68.015.735 74.152.277 78.095.263 85.638.372]  155.451.332 450.698.570

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 141.567.916 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.324 11.797.352

Jakarta, 30 November 2022
SEKRETARIS JENDERAL

Cahya H. Harefa
NPP. 0000717



